
BUPATI MALUKU BARAT DAYA 

PROVINSI MALUKU 

PERATU RAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA 

NOMOR 	TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA 

• NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2019 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU BARAT DAYA 

Menimbang : 	a. bahwa sesuai dengan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Can Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Keda Pemerintah Daerah berkenan dengan perkembangan 

yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, maka 

Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 13 Tahun 

2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019 perlu ditinjau 

kembali; 

• 



Mengingat  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Maluku Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Maluku Barat Daya Nomor 13 Tahun 2018 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku 

Barat Daya Tahun Anggaran 2019. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dani 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 

Pcmcriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700) 

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4877); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan 	Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5877); Sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 

alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Nomor 6322); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 4624); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2019; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 

Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Telmis di Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya 

(Lembaran Daerah Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 

Tahun 2018 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Lembaran Daerah 

Nomor 03); 

19. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 28 Tahun 

2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 

Nomor 28). 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	: PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT 
DAYA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU 
BARAT DAYA TAHUN 2019 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Barat Daya 

Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 

Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2018 Nomor 13), diubah sebagai 

berikut : 

(1) Diantara Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 

16A, 17B dan 17C sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 17A 

(1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan 

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun 

berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan 

keadaan, meliputi : 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan 

Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenan; 

dan/atau 

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 

anggaran sebelumnya hams digunakan untuk tahun berjalan. 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

perubahan : 

a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 

b. Target sasaran pembangunan Daerah; 

c. Prioritas pembangunan Daerah; 



d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan 

perangkat Daerah; dan 

e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 

(3) Rancangan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disajikan dengan sistematika sebagai berikut : 

a. Pendahuluan; 

b. Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun bcrkenaan; 

c. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 

d. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; 

e. Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan 

f. Penutup 

(4) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf e, mencakup program, kegiatan indikator kinerja, pagu 

pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima 

manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami 

perubahan 

Pasal 17B 

(1) Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD sebagaimana 

dimaksud dalam pasal (I) dijadikan sebagai : 

a. Dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah ; dan 

b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan 

Pasal 17C 

Isi bcscrta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2019 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian 

yang talc terpisahkan dan i Peraturan Bupati mi. 



ALFONSI UtrghtlI LOY 

PARAF ROORDINASI 

SEKDA 

ASSISTEN 

ICABAG HUKUM 

KEPALA 
BAPPEDA 

2019 

BUPATI ALUKU RAT DAYA, 

/CC 

Ditetapkan di Tiakur 

Pada tanggal 	TA5-tuS 

BENYAr N THOMAS NOACH 

Diundangkan di Tiakur 

Pada Tanggal /2 Sun; 2019 

SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengctahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku 

Barat Daya. 

BER1TA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYATAHUN 2019 

NOMOR 
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